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Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai pariwisata dan regulasi 
hukum dalam layanan Bimbingan Konseling (BK) untuk penguatan karakter 
siswa di sekolah inklusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
desain studi kasus di SDIT Permata Jannati Banjarmasin, melibatkan guru BK, 
guru kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus sebagai 
subjek penelitian melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui 
observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis 
menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi, penyajian, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan layanan BK berjalan 
terstruktur dan memanfaatkan kegiatan wisata edukatif untuk menanamkan nilai 
etika, kepedulian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Regulasi 
hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang mendukung praktik ini, 
meskipun masih menghadapi kendala karena belum adanya panduan resmi bagi 
konselor. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pariwisata, hukum, dan BK 
dapat menjadi strategi efektif untuk pendidikan karakter yang kontekstual dan 
aplikatif.  

This study aims to analyze the integration of tourism values and legal regulations 
in the implementation of Guidance and Counseling (BK) services for character 
building in inclusive schools. This qualitative study employs a case study design 
conducted at SDIT Permata Jannati Banjarmasin, involving BK teachers, 
classroom teachers, school principals, parents, and students with special needs 
as research subjects selected through purposive sampling. Data were collected 
through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis, 
and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through data 
reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that BK 
services are well-structured and utilize educational tourism activities to instill 
ethical values, environmental awareness, and respect for local culture. Legal 
tourism regulations provide a normative framework that supports this practice, 
although challenges remain due to the absence of official guidelines for 
counselors. The study confirms that integrating tourism, law, and BK services can 
serve as an effective strategy for contextual and applicable character education. 
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PENDAHULUAN 

Pariwisata Indonesia berkembang sebagai sektor strategis yang memiliki kontribusi penting 
terhadap penguatan ekonomi nasional sekaligus pembentukan karakter sosial-budaya masyarakat. 
Perkembangan ini diatur melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
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yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus mencerminkan nilai budaya, kelestarian 
lingkungan, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (UU No. 10 
Tahun 2009, p. 3). Regulasi tersebut tidak hanya menata tata kelola destinasi, tetapi juga memuat norma-
norma etika pariwisata yang bersifat edukatif, seperti penghormatan terhadap budaya lokal, kewajiban 
menjaga kebersihan lingkungan, serta pembentukan perilaku wisata yang bertanggung jawab. 
Mutiarasari (2021, p. 112) menunjukkan bahwa pelaksanaan wisata edukatif berbasis budaya lokal dapat 
meningkatkan kesadaran moral siswa terhadap nilai etika sosial. Oleh karena itu, pariwisata tidak hanya 
dapat dipandang sebagai aktivitas rekreatif, tetapi juga sebagai sumber nilai pendidikan. 

Sementara itu, perkembangan regulasi pariwisata membawa konsekuensi pada aspek hukum, 
terutama dalam memastikan bahwa nilai-nilai pariwisata tercermin dalam perilaku masyarakat dan 
sistem pendidikan. Hukum pariwisata memiliki fungsi mengarahkan, mengawasi, dan menjamin bahwa 
kegiatan pariwisata mencerminkan prinsip keberlanjutan dan penghormatan budaya. Wardani (2020, p. 
45) menegaskan bahwa kebijakan hukum pariwisata berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai 
etika lingkungan dan budaya yang relevan dengan pembentukan karakter. Aspek hukum ini memperjelas 
bahwa pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan, tetapi juga merupakan 
amanat regulatif negara melalui perangkat hukum pariwisata. Dengan demikian, hukum berperan 
sebagai penjaga norma, sementara pariwisata berfungsi sebagai medium konkret yang memperlihatkan 
nilai-nilai tersebut dalam praktik sosial. 

Dalam konteks pendidikan formal, layanan bimbingan konseling (BK) memiliki mandat untuk 
membantu siswa memahami dirinya, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperkuat karakter 
melalui layanan preventif, kuratif, dan pengembangan. Fokus BK yang semula banyak berkaitan dengan 
masalah akademik dan perilaku kini berkembang menuju penguatan karakter secara komprehensif. 
Supriyanto (2020, p. 78) menyatakan bahwa layanan BK menjadi lebih efektif ketika dikaitkan dengan 
konteks sosial yang dekat dengan kehidupan siswa, terutama melalui pengalaman nyata di masyarakat. 
Kondisi ini membuka peluang bagi integrasi nilai-nilai pariwisata dalam layanan BK, karena pariwisata 
menyimpan nilai tanggung jawab, etika sosial, pelestarian budaya, penghormatan terhadap kearifan 
lokal, dan kepedulian lingkungan nilai yang selaras dengan tujuan pendidikan karakter. Arfandi (2022, 
p. 133) juga mencatat bahwa sumber nilai pendidikan karakter harus diperluas agar konselor memiliki 
bahan yang relevan dengan dinamika sosial siswa. 

Integrasi antara kebijakan hukum pariwisata dan layanan BK menjadi semakin relevan ketika 
melihat bahwa pariwisata memberi pengalaman sosial dan budaya yang dapat membentuk karakter siswa 
secara langsung. Kegiatan wisata edukatif terbukti mampu meningkatkan kepedulian lingkungan, 
kemampuan bekerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya (Dewi & Rahayu, 2023, p. 
59). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai pariwisata dapat menjadi salah satu modal 
penting dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Namun, implementasi ini masih menghadapi 
tantangan karena belum adanya panduan yang secara khusus mengarahkan konselor untuk 
memanfaatkan regulasi pariwisata sebagai rujukan pembinaan karakter. Dengan kata lain, terdapat 
kesenjangan antara kebijakan hukum pariwisata yang kaya nilai edukatif dengan program BK yang 
belum memanfaatkannya secara optimal. 

Kesenjangan inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini. Sementara hukum pariwisata telah 
menyediakan kerangka normatif mengenai perilaku sosial yang diharapkan, layanan BK memiliki ruang 
untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam pembinaan karakter siswa melalui pendekatan 
konseling, pengembangan diri, dan edukasi nilai. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis 
bagaimana kebijakan hukum pariwisata dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan BK sehingga nilai-
nilai budaya, etika, dan lingkungan yang tertuang dalam regulasi dapat diinternalisasi oleh siswa secara 
sistematis. Dengan menghubungkan ketiga bidang pariwisata, hukum, dan BK penelitian ini 
menawarkan perspektif interdisipliner yang belum banyak dikaji sebelumnya. Analisis ini tidak hanya 
memperkaya khazanah penelitian di bidang hukum dan BK, tetapi juga memberikan alternatif solusi 
pendidikan karakter berbasis regulasi pariwisata yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan 
kebutuhan pembelajaran modern. 
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METODE 

Jenis penelitian 
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena penelitian 
bertujuan memahami secara mendalam fenomena layanan Bimbingan Konseling dalam konteks 
pendidikan inklusi serta keterkaitannya dengan aspek hukum dan kegiatan wisata edukatif. Pendekatan 
ini sesuai dengan pandangan Creswell bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali 
makna pengalaman manusia dalam konteks naturalnya (Creswell, 2013, p. 47). Desain studi kasus 
dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik layanan BK di satu 
lokasi spesifik dengan berbagai faktor yang melingkupinya, sebagaimana diuraikan oleh Yin yang 
menegaskan bahwa studi kasus efektif untuk menelaah fenomena yang kompleks dan kontekstual (Yin, 
2018, p. 15). 

Waktu dan tempat penelitian 
  Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2025 di SDIT Permata Jannati Banjarmasin. 
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakter sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi serta 
memiliki layanan BK dan program kegiatan wisata edukatif sekolah. Pemilihan lokasi penelitian secara 
purposif sejalan dengan pandangan Patton bahwa lokasi dapat dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan 
relevansi konteks (Patton, 2015, p. 268). 

Sasaran penelitian 
  Target penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di 
sekolah, khususnya yang berhubungan langsung dengan layanan BK. Target ini mencakup guru BK, 
guru kelas, kepala sekolah, orang tua, dan siswa berkebutuhan khusus. Penetapan target ini sesuai 
dengan pandangan Maxwell bahwa penelitian kualitatif memerlukan keterlibatan subjek yang relevan 
dengan fenomena yang diteliti untuk memastikan kedalaman data (Maxwell, 2013, p. 89). 

Subjek penelitian 
  Subjek penelitian terdiri atas guru BK sebagai informan utama, guru kelas dan kepala sekolah 
sebagai informan pendukung, orang tua sebagai representasi perspektif keluarga, serta siswa 
berkebutuhan khusus sebagai informan kontekstual. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive 
sampling, sesuai dengan penjelasan Etikan bahwa purposive sampling ditujukan untuk memilih 
informan yang paling mampu memberikan informasi mendalam terkait fenomena penelitian (Etikan, 
Musa, & Alkassim, 2016, p. 2). Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan kaya 
secara substansial. 

Prosedur penelitian 
  Prosedur penelitian mengikuti tahapan kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Creswell, yaitu tahap 
pra-lapangan, pengumpulan data, analisis data, dan verifikasi (Creswell & Poth, 2018, p. 78). Tahap pra-
lapangan meliputi observasi awal, penentuan fokus, dan penyusunan instrumen. Tahap pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Tahap analisis 
berlangsung simultan dengan proses pengumpulan data, diikuti tahap verifikasi data melalui triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber sebagaimana dianjurkan Lincoln dan Guba untuk meningkatkan 
kredibilitas penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985, p. 301). 

Data dan instrumen penelitian 
  Data penelitian terdiri atas data primer berupa hasil wawancara, catatan observasi, dan interaksi 
lapangan; serta data sekunder berupa dokumen sekolah, laporan layanan BK, kebijakan internal, 
dokumen hukum pendidikan, dan catatan perkembangan siswa. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 
berperan sebagai instrumen utama, sebagaimana ditegaskan Bogdan dan Biklen bahwa peneliti adalah 
alat utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data (Bogdan & Biklen, 2007, p. 4). 
Instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara, format observasi, dan lembar analisis dokumen. 

Teknik pengumpulan data 
  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang kaya dan saling 
melengkapi. Silverman menegaskan bahwa penggunaan berbagai teknik akan memperkuat keabsahan 
data melalui triangulasi (Silverman, 2016, p. 125). Observasi digunakan untuk melihat praktik layanan 
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BK dan situasi pembelajaran inklusi, wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif 
informan, dan dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti administratif serta kebijakan yang relevan. 

Teknik analisis data 
  Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014, p. 31). Proses reduksi 
dilakukan untuk menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian 
data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, sedangkan kesimpulan ditarik secara bertahap dan 
diverifikasi melalui triangulasi serta pengecekan silang dengan informan. Analisis dilakukan secara 
berkelanjutan untuk memastikan bahwa temuan menggambarkan hubungan antara aspek pendidikan, 
hukum perlindungan anak, dan pengembangan karakter melalui kegiatan wisata edukatif sekolah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling (BK) di SDIT 

Permata Jannati Banjarmasin berjalan secara terstruktur dan relevan dengan konteks pendidikan inklusi 
serta kegiatan wisata edukatif. Layanan BK tidak hanya fokus pada aspek akademik dan perilaku, tetapi 
juga diarahkan untuk penguatan karakter siswa melalui pengalaman nyata di masyarakat. Guru BK 
memanfaatkan momen kegiatan wisata edukatif untuk menanamkan nilai-nilai etika, kepedulian 
lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal, yang selaras dengan tujuan pendidikan karakter 
(Supriyanto, 2020, p. 78; Mutiarasari, 2021, p. 112). 

Selain itu, integrasi kebijakan hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang mendukung 
implementasi BK berbasis nilai sosial-budaya. Guru BK menggunakan regulasi seperti UU No. 10 
Tahun 2009 sebagai acuan untuk menanamkan perilaku wisata yang bertanggung jawab, penghormatan 
terhadap keberagaman budaya, serta kesadaran ekologis. Kebijakan hukum ini berfungsi sebagai 
pedoman untuk memperkuat nilai-nilai etika yang menjadi fokus pembinaan karakter siswa (Wardani, 
2020, p. 45). 

Observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program 
wisata edukatif menunjukkan peningkatan kemampuan bekerja sama, kepedulian terhadap lingkungan, 
dan penghargaan terhadap budaya lokal. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan wisata dapat menjadi 
medium konkret untuk internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya, yang sebelumnya hanya diajarkan 
secara teoritis di kelas (Dewi & Rahayu, 2023, p. 59). 

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi layanan BK 
berbasis pariwisata. Belum adanya panduan resmi yang mengarahkan konselor untuk memanfaatkan 
regulasi pariwisata secara optimal menyebabkan praktik pembinaan karakter masih bersifat ad hoc dan 
tergantung inisiatif guru BK. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara potensi nilai edukatif yang 
disediakan oleh hukum pariwisata dengan pemanfaatannya dalam layanan BK (Arfandi, 2022, p. 133). 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa layanan BK di sekolah inklusi dapat 
memanfaatkan kegiatan wisata edukatif sebagai media penguatan karakter, dengan dukungan kerangka 
hukum pariwisata sebagai landasan normatif. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan 
pengembangan program BK yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial siswa, 
sekaligus memberikan kontribusi pada pembentukan karakter berbasis nilai budaya, etika, dan 
kepedulian lingkungan. 

Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Bimbingan Konseling (BK) di SDIT Permata 

Jannati Banjarmasin memiliki peran strategis dalam penguatan karakter siswa melalui integrasi nilai-
nilai pariwisata. Kegiatan wisata edukatif yang dikombinasikan dengan layanan BK memberikan 
pengalaman nyata bagi siswa untuk memahami pentingnya etika sosial, kepedulian lingkungan, dan 
penghargaan terhadap budaya lokal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mutiarasari (2021, p. 112) 
bahwa wisata edukatif berbasis budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran moral siswa terhadap nilai 
etika sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kegiatan rekreatif dapat berfungsi ganda sebagai media 
pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai sosial yang diajarkan di kelas dapat direalisasikan secara 
praktis. 
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Integrasi antara regulasi hukum pariwisata dan layanan BK memperkuat kerangka normatif bagi 
pembinaan karakter siswa. UU No. 10 Tahun 2009 menekankan bahwa penyelenggaraan pariwisata 
harus mencerminkan kelestarian budaya dan lingkungan serta partisipasi masyarakat (UU No. 10 Tahun 
2009, p. 3). Dalam konteks ini, guru BK dapat menggunakan kebijakan hukum pariwisata sebagai 
pedoman untuk menanamkan perilaku bertanggung jawab dan menghargai keberagaman budaya di 
kalangan siswa. Wardani (2020, p. 45) menegaskan bahwa hukum pariwisata memiliki fungsi 
mengarahkan dan menjamin agar kegiatan pariwisata mencerminkan prinsip keberlanjutan dan 
penghormatan budaya, sehingga dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan karakter siswa 
melalui BK. 

Selain itu, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam kegiatan wisata 
edukatif meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja sama, menunjukkan kepedulian terhadap 
lingkungan, dan menghargai keberagaman budaya (Dewi & Rahayu, 2023, p. 59). Temuan ini 
menegaskan bahwa pengalaman sosial-budaya konkret mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai yang 
bersifat abstrak, seperti tanggung jawab, empati, dan etika sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan 
Supriyanto (2020, p. 78) bahwa layanan BK menjadi lebih efektif ketika dikaitkan dengan konteks sosial 
yang dekat dengan kehidupan siswa. 

Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan yang signifikan, yaitu belum adanya panduan 
resmi bagi konselor untuk memanfaatkan regulasi hukum pariwisata secara sistematis. Akibatnya, 
implementasi nilai-nilai pariwisata dalam layanan BK masih bergantung pada inisiatif guru BK dan 
belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kurikulum pembinaan karakter (Arfandi, 2022, p. 133). Hal 
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi regulasi pariwisata sebagai sumber nilai edukatif 
dengan praktik nyata layanan BK di sekolah. 

Dengan demikian, pembahasan ini menekankan urgensi pengembangan model layanan BK yang 
terintegrasi dengan kegiatan wisata edukatif dan kerangka hukum pariwisata. Pendekatan interdisipliner 
ini tidak hanya memperkaya strategi pembinaan karakter, tetapi juga memberikan alternatif pendidikan 
yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan dinamika sosial siswa di era modern. Integrasi hukum, 
pariwisata, dan BK dapat menjadi model inovatif dalam pendidikan karakter yang dapat direplikasi di 
sekolah inklusi lain. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, layanan 
Bimbingan Konseling (BK) di SDIT Permata Jannati Banjarmasin telah berjalan secara terstruktur dan 
berperan penting dalam penguatan karakter siswa melalui integrasi kegiatan wisata edukatif. Kegiatan 
ini tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai etika, 
kepedulian lingkungan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. 

Kedua, regulasi hukum pariwisata memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan pedoman 
dalam internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya melalui layanan BK. Hukum pariwisata berfungsi untuk 
memperkuat nilai etika, penghormatan terhadap budaya, dan prinsip keberlanjutan, sehingga 
mendukung tujuan pendidikan karakter di sekolah inklusi. 

Ketiga, meskipun terdapat potensi besar dari integrasi pariwisata dan BK, implementasinya masih 
menghadapi tantangan, terutama terkait belum adanya panduan resmi yang mengarahkan konselor untuk 
memanfaatkan regulasi pariwisata secara sistematis. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya 
pengembangan model layanan BK yang lebih terstruktur dan berbasis kegiatan edukatif serta nilai-nilai 
hukum pariwisata. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar sekolah mengembangkan 
pedoman layanan BK yang mengintegrasikan kegiatan wisata edukatif dan prinsip-prinsip hukum 
pariwisata, sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi secara lebih efektif dan relevan dengan 
kebutuhan siswa. 
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